Menimbang

Mengingat

SULAWESI BARAT
*

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk
membantu Gubernur dalam penyusunan kebijokan dan koordinasi, dibentuk
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (6) Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Sekretariat
Daerah, Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi
Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ftentang Pemerinfahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentgng Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
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Memperhatikan

Menetapkan

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438 );

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerinfah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

Peraturan Pemerinfah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2890/SJ Tanggal 23 November 2006
tentang Penataan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi di Sulawesi
Baraft;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT
Dan
GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI
BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah;

3. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Saftuan Polisi Pamong Praja

4. Pemerintfahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

o

Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat;

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah
lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai unsur penyelenggara

Pemerintah Daerah;

7. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut SETDA adalah unsur perangkat daerah yang merupakan

pembantu Gubernur;



8. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah pejabat yang memimpin Sekretariat
Daerah;

9. Sekretaris DPRD, adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah unsur
staf pelayan DPRD Provinsi Sulawesi Barat;

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Baraf;

BAB Il
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Kedudukan
Pasal 3

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Provinsi, dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah;

Tugas Pokok
Pasal 4

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD;

Fungsi
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Sekretariat DPRD
menyelenggarakan fungsi :

a. Fasilitasi Rapat-rapat DPRD;

b. Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga DPRD;

c. Pengelolaan Tata Usaha DPRD;

Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
a. Bagian Persidangan, terdiri dari :
1. Subag Persidangan Risalah dan Pelaporan;
2. Subag Perundang-undangan/Komisi dan Panitia-panitia;
b. Bagian Umum ,terdiri dari :
1. Subag Tata Usaha, Kepegawaian dan Rumah Tangga/Perlengkapan
2. Subag Perjalanan/Transportasi dan Keamanan/Ketertiban;
c. Bagian Keuangan, terdiri dari :
1. Subag Anggaran dan Pembayaran;
2. Subag Pembukuan dan Perfanggungjawaban;
d. Bagian Kehumasan, terdiri dari :
1. Subag Humas/Protokol dan Pengaduan Masyarakat;
2. Subag Perpustakaan dan Pengkaijian;



